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1. Laporan Hasil PemeriksBataBrayakybegpditin Satuddinitaleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan
usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen
Hukum dan HAM Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/ atau Surat
Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/ Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.

3. Rekaman NPWP

4. Bukti Penguasaan/Penggunaan tanah atas nama Perusahaan : a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah

atau akta Jual beli tanah oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah

5. Bukti Penguasaan?pengunaan Gedung/Bangunan : a.Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b.

Rekaman akta jual beli/ perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
6. Rekaman lIzin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

7. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman
persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingklungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL).

8. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan
daerah setempat.

9. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.

10. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung

oleh direksi perusahaan.

11. Kesepakatan seluruh Pemegang saham amsing-masing perushaan baik perusahaan yang meneruskan
kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (Merging company) tentang
persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan

Terbatas.

12. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan
(surviving company) dan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh

menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

13. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang

meneruskan kegiatan usaha (surviving company)

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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. Pemohon mengisi formRelayahamfelgadn distugRaptpersyaratan administrasi yang ditetapkan,
. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon,

. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entri data, memberikan tanda terima

permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Seksi.

. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan untuk dilakukan pemrosesan, dan penerbitan izin, SK dicetak/diterbitkan, diparaf oleh
Kasi_Kabid, dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

. Skizin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke FO untuk selanjutnya

diserhkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan.Sebelum penyerahan SK

pemohon menyerahkan butki pembayaran retribusi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (MARGER)

Pengaduan Layanan
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Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Melalui Kotak Saran dan Pengg L%??uargtgﬁgm%gﬁetﬁoﬁ,ig%%iI,Website dan Melalui Loket Pengaduan
SMS/WA : 0821--5027-5769
Email : pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website : http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id
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